SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/327/KPTS /2024

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIONAL MENGGUNAKAN LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023
tentang Pengelolaan  Pengaduan di  Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
menyatakan pengelola pengaduan Pemerintah Daerah
terdiri dari Pembina, Pengarah, Penanggung jawab,
Pejabat Pengelola Pengaduan, Pejabat Penghubung dan
Pejabat Pelaksana;

b. bahwa tujuan penyelenggaraan Sistem Pengelolaan
Pelayanan Publik Nasional adalah pengelolaan pengaduan
dari masyarakat yang dapat diproses secara -efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, sehingga dapat
terwujud kepastian dalam penyelesaian tindak lanjut
pengaduan,;

c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelesaian
pengaduan di Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi
Sumatera Utara melalui Aplikasi Layanan Pengaduan
Pelayanan Publik Nasional Menggunakan Layanan
Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) perlu
dibentuk Tim;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

-2-

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan
Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Sistem
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
Menggunakan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun
2024,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang
Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1726);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023
tentang  Pengelolaan Pengaduan di  Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
499);

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2022 Nomor 8);

10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Tim Pengelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional Menggunakan Layanan Aspirasi Pengaduan
Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan dan uraian
tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Gubernur ini.
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'KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri
dari:

Pembina;

Pengarah;

Penanggung jawab;

Pejabat Pengelola Pengaduan,

Pejabat Penghubung;

Pejabat Pelaksana;

ol L U L

Petugas Pelayanan Pengaduan.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
HASSANUDIN

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia;

2. Inspektur Provsu,;

3. Yang bersangkutan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

K-

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002
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NOMOR 188.44/327/KPTS /2024
TANGGAL 12 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL MENGGUNAKAN LAYANAN
ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Pembina :  Gubernur Sumatera Utara
Pengarah . Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
Penanggung Jawab :  Kepala Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah

Provinsi Sumatera Utara:

1;
2.
3.

10.
11
12.

13.

14.

Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Utara
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Utara

Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Sumatera Utara

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan  Provinsi
Sumatera Utara

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Sumatera Utara

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Provinsi Sumatera Utara

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera
Utara

Kepala Badan Penghubung

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Utara

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara

Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan

Provinsi Sumatera Utara
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15.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Sumatera Utara

16.Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Provinsi Sumatera Utara

17.Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Sumatera Utara

18.Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Utara

19.Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sumatera Utara

20.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

21.Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Utara

22.Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi
Sumatera Utara

23.Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara

24.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara

25.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
Provinsi Sumatera Utara

26.Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi
Sumatera Utara

27.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Sumatera Utara

28.Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman
Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera
Utara

29.Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara

30.Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera
Utara
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31.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi
Sumatera Utara

32.Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprovsu

33. Kepala Biro Umum Setdaprovsu

34.Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setdaprovsu

35.Kepala Biro Administrasi Pembangunan
Setdaprovsu

36.Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah Setdaprovsu

37. Kepala Biro Hukum Setdaprovsu

38. Kepala Biro Perekonomian Setdaprovsu

39.Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Setdaprovsu

40. Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu

41.Kepala UPTD Khusus Rumah Sakit Umum
Haji Medan

42.Kepala UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. M. lldrem

43.Kepala UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Kelas
B. Medan

44, Kepala UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Kelas
B. Medan

45.Kepala UPTD Rumah Sakit Umum Kusta Lao
Simomo Kelas C

46. Direktur Utama PT Bank Sumut

47.Direktur Utama PT Perkebunan Sumatera
Utara (Perseroda)

48. Direktur Utama Perumda Tirtanadi

49, Direktur Utama PT Dhirga Surya

50.Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana
Sumatera Utara (Perseroda)

51.Direktur Utama PD Aneka Industri dan Jasa

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

8-

‘Petugas Pengelola : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengaduan Provinsi Sumatera Utara
Pejabat Penghubung . Pejabat Penghubung yang melekat pada jabatan:
1. Sekretaris pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara
2. Kepala Kepala Bagian yang membidangi
kesekretariatan di Lingkungan Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat,
Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
3. Kepala Cabang Dinas Daerah pada Perangkat
Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada
Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Utara
Pejabat Pelaksana . Kepala Bidang/Bagian, Inspektur/Jabatan
Fungsional yang disetarakan pada Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Utara
Petugas Pelayanan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian/Kepala
Pengaduan Subbagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
HASSANUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Bockh -

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002
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LAMPIRAN Il KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.44/327/KPTS/2024
TANGGAL 12 Juni 2024

URAIAN TUGAS TIM PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL MENGGUNAKAN LAYANAN ASPIRASI
PENGADUAN ONLINE RAKYAT.DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024

Pembina:

a. memberikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
tugas pengelolaan pengaduan di lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

b. menetapkan keanggotaan tim pengelola pengaduan di Lingkungan Provinsi
Sumatera Utara;

c. menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang
meliputi kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai;

d. memberikan penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil evaluasi kinerja

Tim Pengelola Pengaduan.

Pengarah:

a. menentukan arah kegiatan dan pelaksanaan pengelolaan pengaduan di
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara; dan

b. membangun komitmen para pejabat pimpinan tinggi madya untuk
mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian pengaduan di
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.

Penanggung jawab:

a. memimpin seluruh tahapan pengelolaan pengaduan di lingkungan
perangkat daerah;

b. mengembangkan prosedur pengaduan masyarakat, menyiapkan sarana dan
sumber daya serta anggaran di lingkup organisasi perangkat daerah;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan di

lingkungan perangkat daerah.

Pejabat Pengelola Pengaduan:

a. menyusun Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di
Provinsi Sumatera Utara;

b. mengembangkan tata kelola pengaduan Masyarakat, menyiapkan sarana
dan sumber daya pengelolaan pengaduan Masyarakat, serta anggaran pada
lingkup kewenangannya;
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¢: berkoordinasi dengan Pejabat Penghubung terkait Pengelolaan Pengaduan
secara langsung atau tidak langsung di lingkungan provinsi;

d. berkoordinasi dan berkolaborasi untuk percepatan pengelolaan pengaduan
di Kabupaten/kota dan BUMD/BLUD di lingkungan provinsi;

e. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola Pengaduan
Pelayanan Publik melalui SP4N-LAPOR;

f. menunjuk petugas pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses
penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi Pengaduan;

g. mendistribusikan Pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;

h. menyusun frequently asked question substansi pengaduan dari seluruh
pejabat penghubung;

i memberikan tanggapan awal dan/atau menindaklanjuti pengaduan
berdasarkan frequently asked question;

J. melakukan pemantauan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan
provinsi, kabupaten/kota dan BUMD/BLUD di Lingkungan Provinsi
Sumatera Utara;

k. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan
pelayanan Pengaduan lingkungan provinsi, kabupaten/kota dan
BUMD/BLUD di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

l. menyusun laporan kinerja Pengelolaan Pengaduan di lingkungan provinsi
kabupaten/kota dan BUMD/BLUD di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

m. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelola
pengaduan di lingkungan provinsi, kabupaten/kota dan BUMD/BLUD di
Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;

n. melakukan sosialisasi terkait Pengelolaan Pengaduan kepada masyarakat
dan memimpin pelaksanaan program bersama antar instansi di lingkungan
provinsi, kabupaten/kota dan BUMD/BLUD Provinsi Sumatera Utara.

Pejabat Penghubung:

a. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana untuk tindak lanjut penyelesaian
Pengaduan sesuai dengan kewenangannya,

b. menjalankan fungsi sebagai admin perangkat daerah pada SP4N-LAPOR;

c. menunjuk petugas pelayanan Pengaduan untuk membantu dalam proses
penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan,;

d. meneruskan Pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan
kewenangannya,

e. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan,;
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fi menyusun frequently asked question substansi Pengaduan dari seluruh unit
kerja di lingkup kewenangannya,;

@

menindaklanjuti Pengaduan berdasarkan frequently asked question;

h. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai
status penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk
mempercepat penyelesaian; dan

i. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan Pengaduan yang

dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.

Pejabat Pelaksana:

a. menindaklanjuti Pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;

b. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi pengaduan;

c. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan
Pengaduan selesai; dan

d. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status

penyelesaian Pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan
pengaduan.

Petugas Pelayanan Pengaduan:

a. membantu pejabat pengelola pengaduan dalam proses penerimaan,
pencatatan, verifikasi dan distribusi pengaduan;

b. membantu pejabat pengelola pengaduan dalam mendistribusikan
pengaduan kepada pejabat penghubung yang berwenang; dan

c. membantu pejabat pengelola pengaduan dalam menyusun laporan kinerja

pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Pj. GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd
HASSANUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002
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